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ABS TRAK  

Studi ini memiliki tujuan untuk memperbaiki efisiensi pengelolaan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di Desa Talaga. Dengan menggunakan analisis regresi dan klastering, 
studi ini menemukan kekurangan pada model prediksi yang ada dan mengungkap adanya 
variasi dalam segmentasi wajib pajak. Temuan dari studi ini bisa dijadikan landasan untuk 
merumuskan kebijakan yang lebih optimal, seperti menambahkan variabel prediktor dalam 
model pajak, segmentasi wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas penagihan, serta 
memperbaiki proses pengelolaan PBB 
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ABS TRAC T  

This study aims to improve the efficiency of Land and Building Tax (PBB) management in 
Talaga Village. Using regression and clustering analysis, this study found deficiencies in 
existing prediction models and revealed variations in taxpayer segmentation. The findings from 
this study can be used as a basis for formulating more optimal policies, such as adding predictor 
variables to the tax model, segmenting taxpayers to increase the effectiveness of collection, 
and improving the PBB management process. 
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1. Pendahuluan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan yang diterapkan kepada pemilik tanah dan 
bangunan berdasarkan nilai objek pajak, termasuk luas dan lokasi tanah serta nilai ekonomis 
bangunan[1]. Di Desa Talaga ini, sebagaimana di daerah pedesaan lainnya, PBB menjadi salah satu 
sumber pendapatan daerah yang krusial untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, 
dan kegiatan pemerintahan desa. Besaran PBB umumnya ditentukan berdasarkan peraturan 
daerah yang berlaku dan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD). Warga Desa Talaga diharuskan membayar PBB secara teratur setiap tahun untuk mendukung 
keberlangsungan program pembangunan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.  

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pembayaran yang wajib 
dilakukan atas adanya tanah dan bangunan yang memberikan manfaat serta posisi social ekonomi. Tingkat 
partisipasi PBB di kawasan Talaga tergolong kurang baik karena terdapat masalah yaitu tidak semua tanah 
dan bangunan yang ada dijadikan objek dalam Pajak Bumi Bangunan, melainkan terdapat beberapa objek 
yang tidak termasuk dalam objek pajak tersebut.[2] 
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2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian sebelumnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Talaga, Kecamatan 
Caringin, Kabupaten Sukabumi, umumnya lebih menitik beratkan pada aspekteknis, seperti proses 
pemungutan pajak, efektivitas tarif, dan ketepatan data objek pajak. Meskipun aspek-aspek ini sangat 
penting, penelitian-penelitian tersebut cenderung bersifat deskriptif dan belum banyak menggali solusi 
strategis yang berbasis teknologi atau pendekatan partisipatif yang lebih inovatif.[3] Selain itu, fokusriset 
yang adasering kali hanya pada tantangan yang dihadapipemerintahdaerah dan petugas pajak, sementara 
perspektif wajib pajak termasuk tingkat kesadaran, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat terhadap 
pengelolaan PBB masih minim perhatian. 

Sebagian besar penelitian juga belum membahas secara mendalam dampak pemanfaatan pendapatan 
PBB terhadap pembangunan lokal, seperti perbaikan infrastruktur atau peningkatan layanan publik.[4] 
Padahal, analisis semacam ini sangat penting untuk memberikan wawasan strategis dalam merancang 
kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan 
penelitian yang lebih komprehensif untuk mengeksplorasi solusi inovatif dalam pengelolaan PBB sekaligus 
mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan di Desa Talaga, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi 
yang relevan dan aplikatif.[5] 

 

3. Metodologi Penelitian   

Lokasi penelitian diadakan didaerah di Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa 
Barat. Perlu dilakukan penilaian terhadap status kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan, mengingat masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan 
bangunan di Desa Talaga. 

3.1. penelitian terkait 

Penelitian sebelumnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Talaga, Kecamatan 
Caringin, Kabupaten Sukabumi, umumnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis, seperti proses 
pemungutan pajak, efektivitas tarif, dan ketepatan data objek pajak. Meskipun aspek-aspek ini sangat 
penting, penelitian-penelitian tersebut cenderung bersifat deskriptif dan belum banyak menggali solusi 
strategis yang berbasis teknologi atau pendekatan partisipatif yang lebih inovatif.[6] Selain itu, fokus riset 
yang ada sering kali hanya pada tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan petugas pajak, sementara 
perspektif wajib pajak termasuk tingkat kesadaran, kepuasan, dan kepercayaan masyarakat terhadap 
pengelolaan PBB masih minim perhatian. 

Sebagian besar penelitian juga belum membahas secara mendalam dampak pemanfaatan pendapatan 
PBB terhadap pembangunan lokal, seperti perbaikan infrastruktur atau peningkatan layanan publik. 
Padahal, analisis semacam ini sangat penting untuk memberikan wawasan strategis dalam merancang 
kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan 
penelitian yang lebih komprehensif untuk mengeksplorasi solusi inovatif dalam pengelolaan PBB sekaligus 
mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan di Desa Talaga, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi 
yang relevan dan aplikatif.[7] 

3.2. Penerapan Penelitian 

Pada penelitian ini diterapkan Teknik data mining yaitu Metode Clustering dengan memanfaatkan 
metode K-Means.[8] Penelitian ini mengikuti tahapan Knowledge Discovery in Database (KDD). Metode 
ini pengelompokan adalah cara untuk mengelompokkan data berdasarkan persamaan tertentu, sehingga 
data yang serupa akan berada dalam satu kelompok (kluster) dan data yang tidak sama berada di kelompok 
lainnya. Salah satu metode yang paling dikenal untuk pengelompokan adalah K-Means. Metode K-Means 
beroperasi dengan cara membagi data kedalam sejumlah kelompok yang telah ditentukan sebelumnya 
(disebut "K"). Setiap kelompok akan memiliki titik pusat (centroid) yang menjadi representasi dari 
kelompok itu. Proses K-Means dimulai dengan menetapkan posisi awal centroid secara acak, kemudian 
mengelompokkan data ke centroid terdekat berdasarkan jarak. Setelah itu, posisi centroid akan diperbarui 
berdasarkan rata-rata posisi data dalam kelompoknya. Tahapan ini diulang sampai posisi centroid tidak 
berubah lagi atau mencapai batas iterasi tertentu.[9]  

Keunggulan K-Means adalah sederhana, cepat, dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk 
dataset yang relative besar. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, seperti harus menentukan jumlah 
kelompok (K) terlebih dahulu, yang mungkin tidak selalu mudah untuk ditentukan. Selain itu, K-Means 
berfungsi paling baik jika data memiliki bentuk kelompok yang bulat dan terpisah dengan jelas ; jika tidak, 
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hasil pengelompokan mungkin kurang akurat. Meskipun demikian, K-Means sering diterapkan dalam 
berbagai aplikasi, seperti segmentasi pelanggan, pengelompokan dokumen, dan analisis pola perilaku, 
karena efektivitasnya dalam menemukan pola tersembunyi di dalam data.[10]  

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Hasil 

Table 1.  Data Mentah PBB 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel ini berisi data mentah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masing-masing desa yang menjadi 

unit analisis dalam penelitian. Nilai PBB menjadi indikator awal untuk melihat kemampuan fiskal dan 
potensi ekonomi desa. Data yang ditampilkan mencakup total nilai PBB dalam satuan rupiah untuk setiap 
desa, yang nantinya dianalisis secara statistik dan dijadikan dasar untuk pemodelan regresi serta 
pengelompokan desa melalui metode klasterisasi. Nilai-nilai ini menjadi cerminan ketimpangan potensi 
ekonomi antarwilayah yang akan dikaji lebih lanjut dalam analisis lanjutan. 

Table 2.  Hasil dari Variable Entered/Removed 

 

 

 

 

 

 
Tabel ini menunjukkan proses seleksi otomatis variabel dalam model regresi, yaitu variabel mana saja 

yang dimasukkan atau dikeluarkan berdasarkan kriteria statistik tertentu. Prosedur ini berguna untuk 
menyederhanakan model dan memastikan hanya variabel signifikan yang digunakan. Dalam hasil tersebut, 
tampak bahwa beberapa variabel yang tidak memenuhi ambang signifikansi dikeluarkan, sementara 
variabel yang memberikan kontribusi nyata terhadap prediksi nilai PBB tetap dipertahankan dalam model 
akhir. 

Table 3.  Hasil Model Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Model Summary menampilkan statistik kunci dari hasil regresi linier, yaitu nilai R = 0.909 yang 

mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dan nilai PBB. Nilai R Square = 0.826 
menunjukkan bahwa 82,6% variasi nilai PBB dapat dijelaskan oleh model, sementara Adjusted R Square 
= 0.765 menunjukkan koreksi terhadap jumlah prediktor yang digunakan. Nilai Standard Error of the 
Estimate = 5.781.734,76 menunjukkan seberapa jauh prediksi model menyimpang dari data sebenarnya, 
dan masih dalam batas yang dapat diterima untuk model ekonomi makro desa. 
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Table 4.  Hasil dari Anova 

 
 

Tabel ANOVA menunjukkan hasil uji signifikansi model regresi secara keseluruhan. Hasilnya 
memperlihatkan bahwa nilai F = 13.498 dengan nilai signifikansi p = 0.000, yang berarti model sangat 
signifikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa variasi nilai PBB yang terjadi antar desa memang dapat 
dijelaskan secara nyata oleh variabel-variabel prediktor yang digunakan, sehingga model layak digunakan 
sebagai dasar untuk penjelasan akademik maupun pertimbangan kebijakan. 

Table 5.  Hasil Coefficients 

 

 

 

 

 

 
Koefisien regresi pada tabel ini menunjukkan pengaruh masing-masing variabel terhadap nilai PBB. 

Misalnya, variabel X1 memiliki koefisien B = 0.754 dan nilai Sig. = 0.006, menunjukkan pengaruh positif 
dan signifikan terhadap nilai PBB. Sementara variabel X3 memiliki nilai Sig. = 0.294, yang berarti tidak 
signifikan secara statistik. Dengan melihat nilai-nilai koefisien dan signifikansinya, dapat disimpulkan 
bahwa hanya beberapa variabel yang benar-benar mempengaruhi tingkat PBB dan secara tidak langsung 
mencerminkan perbedaan potensi ekonomi antar desa. 

Table 6.  Hasil Initial Cluster Centers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel ini menunjukkan nilai rata-rata awal dari masing-masing variabel untuk tiga cluster ekonomi desa 

yang dibentuk. Nilai-nilai awal ini adalah: Cluster 1 sekitar 19.158.333, Cluster 2 sekitar 9.858.333, dan 
Cluster 3 sekitar 5.241.667, yang menandakan bahwa dari awal sudah terdapat indikasi ketimpangan 
ekonomi yang cukup mencolok. Nilai-nilai ini digunakan sebagai pusat awal dalam algoritma K-Means 
sebelum dilakukan iterasi untuk menemukan posisi akhir dari pusat masing-masing cluster. 
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Table 7.  Hasil dari Iteration History 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel ini mencatat proses iterasi dalam metode K-Means Clustering yang menunjukkan perubahan 

posisi pusat cluster. Proses konvergensi tercapai dalam 4 iterasi, yang berarti posisi pusat cluster sudah 
stabil dan tidak mengalami perubahan berarti lagi. Hal ini menunjukkan bahwa data desa memiliki 
karakteristik yang cukup jelas untuk dipisahkan ke dalam tiga kelompok ekonomi yang berbeda, dan hasil 
klasterisasi sudah optimal. 

Table 8.  Hasil Cluster Membership 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel ini menunjukkan hasil akhir pengelompokan desa ke dalam tiga cluster berdasarkan nilai PBB 

dan karakteristik ekonomi lainnya. Misalnya, Desa A tergolong dalam Cluster 1 (ekonomi tinggi), Desa B 
dalam Cluster 2 (ekonomi menengah), dan Desa C dalam Cluster 3 (ekonomi rendah). Distribusi ini sangat 
penting untuk mengidentifikasi wilayah mana yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan wilayah mana 
yang memerlukan perhatian lebih dalam hal pembangunan ekonomi. 

Table 9.  Hasil Distances Between Final Cluster Centers 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel terakhir ini menunjukkan jumlah desa yang tergabung dalam masing-masing cluster. Hasilnya 

menunjukkan bahwa Cluster 3 (ekonomi rendah) memiliki 8 desa, Cluster 2 (menengah) berisi 4 desa, dan 
hanya 2 desa masuk dalam Cluster 1 (ekonomi tinggi). Ketimpangan distribusi ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar desa masih tertinggal secara ekonomi, dan hanya sedikit yang memiliki kekuatan ekonomi 
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tinggi, sehingga intervensi pembangunan perlu difokuskan pada desa-desa yang berada dalam cluster 
bawah. 

Model regresi dengan variabel dependen LUAS_BUMI serta dua variabel independen, yaitu 
TOTAL_TAGIHAN dan LUAS_LUAS, menggunakan metode Enter, di mana semua variabel 
ditambahkan tanpa pemilihan otomatis.[11] Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang sangat 
lemah antara variabel-variabel tersebut, dengan nilai R-squared yang rendah (2.5%) dan tingkat kesalahan 
standar yang tinggi, menunjukkan bahwa kemampuan model dalam memprediksi luas tanah sangat 
terbatas. Analisis varian (ANOVA) menunjukkan hubungan signifikan antara LUAS_BUMI, 
TOTAL_TAGIHAN, dan LUAS_LUAS, namun hanya TOTAL_TAGIHAN yang berpengaruh secara 
signifikan (p < 0.05), sedangkan LUAS_LUAS tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa model ini kurang efisien dan perlu penambahan variabel prediktor lain atau 
metode regresi yang berbeda. 

Dalam analisis klaster, data dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan LUAS_BUMI dan 
LUAS_LUAS. Titik pusat awal dalam setiap cluster diperbarui di setiap iterasi, dan pada iterasi kedelapan, 
algoritma mencapai kondisi stabil.[12] Hasil akhir menunjukkan bahwa cluster 1 memiliki variasi tagihan 
yang besar, cluster 2 didominasi oleh data dengan tagihan rendah dan seragam, sedangkan cluster 3 
meliputi data dengan tagihan yang lebih tinggi dan tidak merata. Analisis jarak antara cluster menunjukkan 
bahwa cluster 1 dan 2 cukup dekat, menunjukkan adanya kesamaan, sementara cluster 3 terlihat cukup 
berbeda dari kedua cluster lainnya. Hal ini mencerminkan pola pengelompokan yang memisahkan dua 
kelompok serupa dan satu kelompok yang lebih berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain Flow Map 

Gambar diatas adalah desain flow map sederhana yang menggambarkan alur Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di Desa Talaga, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Setiap tahap dimulai dari 
pendataan objek pajak hingga pelaporan dan evaluasi, menunjukkan langkah-langkah yang saling 
terhubung untuk memastikan pengelolaan PBB berjalan dengan baik.[13] 

4.2. Pembahasan 
Analisis data yang telah kami lakukan mengungkapkan beberapa poin penting. Pertama, kami berusaha 

menemukan keterkaitan antara luas lahan, total kewajiban pajak, dan ukuran tanah. Namun, kenyataannya, 
keterkaitan ini sangat lemah. Ini berarti bahwa kami belum dapat meramalkan luas lahan hanya 
berdasarkan total kewajiban pajak atau ukuran tanah. Kami perlu mencari elemen lain yang mungkin 
berpengaruh terhadap luas tanah. Selanjutnya, kami membagi data menjadi tiga kategori berdasarkan 
kewajiban pajak. Kategori pertama memiliki kewajiban yang sangat bervariasi, kategori kedua memiliki 
kewajiban rendah dan hampir serupa, sementara kategori ketiga memiliki kewajiban yang lebih tinggi dan 
tidak terlalu merata. Hasil dari pengelompokan ini menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara 
ketiga kategori tersebut.[14] 
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Dari hasil analisis ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa disarankan. Pertama, perlu mencari faktor 
lain yang mungkin berdampak pada luas lahan, seperti jenis lahan, lokasi, atau nilai pasarnya. Kedua, 
penting untuk menyelidiki lebih lanjut mengapa kategori ketiga memiliki kewajiban yang berbeda 
dibandingkan dengan kategori lainnya. Ketiga, kami dapat memanfaatkan hasil pengelompokan tersebut 
untuk merancang strategi penagihan pajak yang lebih efisien. Sebagai contoh, untuk kategori pertama, 
kami dapat memberikan perhatian lebih karena adanya variasi yang tinggi dalam kewajibannya. 

Terakhir, kami juga harus memastikan bahwa proses pengelolaan pajak berjalan dengan optimal. Kami 
bisa menggunakan diagram alur untuk memeriksa setiap tahap dari proses pengelolaan pajak, mulai dari 
pengumpulan data hingga tahapan evaluasi. Dengan cara ini, kami akan dapat mengidentifikasi bagian 
yang perlu ditingkatkan. Secara keseluruhan, hasil analisis ini memberikan gambaran yang lebih jelas 
mengenai data pajak yang kami miliki. Dengan memanfaatkan informasi tersebut, kami dapat mengambil 
keputusan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan pengelolaan pajak.[15] 

5. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

Dari data yang dihasilkan dapat kita simpulkan bahwa, model regresi yang diterapkan kurang berhasil 
dalam meramalkan ukuran area tanah karena keterkaitan antara variabelnya sangat lemah, dan hanya 
jumlah tagihan yang memberikan dampak signifikan. Analisis kluster ini juga memberikan pemahaman 
pengelompokan yang lebih baik, dengan tiga kelompok yang menampilkan pola tagihan dan sifat yang 
berbeda. Pada peta aliran yang dibuat juga mendukung pemahaman mengenai proses pengelolaan Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Talaga, namun secara keseluruhan, masih terdapat kesempatan untuk 
memperbaiki model analisis dan sistem pengelolaan agar hasilnya menjadi lebih tepat dan efisien. 

5.2. Saran 

Dari hasil analisis ini, saran yang dapat di berikan antara lain : Pertama, perlu mencari faktor lain yang 
mungkin berdampak pada luas lahan, seperti jenis lahan, lokasi, atau nilai pasarnya. Kedua, penting untuk 
menyelidiki lebih lanjut mengapa kategori ketiga memiliki kewajiban yang berbeda dibandingkan dengan 
kategori lainnya. Ketiga, kami dapat memanfaatkan hasil pengelompokan tersebut untuk merancang 
strategi penagihan pajak yang lebih efisien. Sebagai contoh, untuk kategori pertama, kami dapat 
memberikan perhatian lebih karena adanya variasi yang tinggi dalam kewajibannya. Terakhir, kami juga 
harus memastikan bahwa proses pengelolaan pajak berjalan dengan optimal. Kami bisa menggunakan 
diagram alur untuk memeriksa setiap tahap dari proses pengelolaan pajak, mulai dari pengumpulan data 
hingga tahapan evaluasi. 
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